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Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Eselon |
Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan serta
Kepala Badan Restorasi Gambut dan Mangrove
Terbuka

Kamis, 7 April 2022

10.25 WIB s.d. Selesai

Ruang Rapat Komisi IV DPR RI (KK V)

Gedung Nusantara DPR RI, Senayan, Jakarta
Melanjutkan Rapat Dengar Pendapat tanggal 6 April
2022.

Sudin, S.E. (Ketua Komisi IV DPR RI/F-PDIP)
dilanjutkan oleh H. Dedi Mulyadi (Wakil Ketua Komisi IV
DPR RI/F-PG) dan didampingi oleh, G. Budisatrio
Djiwandono (Wakil Ketua Komisi IV DPR RI/F-Gerindra)
serta Anggia Erma Rini, MKM. (Wakil Ketua Komisi IV
DPR RI/F-PKB)

Drs. Achmad Agus Thomy (Kabag Set. Komisi IV
DPR RI)

A. 41 Anggota dari 53 Anggota Komisi IV DPR RI

B. Hadir Pemerintah:

1. Dr. Ir. Bambang Hendroyono, M.M. (Sekretaris
Jenderal sekaligus Plt. Direktur Jenderal
Konservasi Sumber Daya Alam dan Ekosistem);

2. Dr. Ir. Agus Justianto, M.Sc. (Direktur Jenderal
Pengelolaan Hutan Lestari);

3. Ir. Dyah Murtiningsih, M.Hum. (Direktur Jenderal
Pengelolaan Daerah  Aliran Sungai dan
Rehabilitasi Hutan);

4. Rosa Vivien Ratnawati, S.H., M.Sc. (Direktur
Jenderal Pengelolaan Sampah, Limbah, dan
Bahan Berbahaya dan Beracun);

5. Ir. Laksmi Dhewanthi, M.A. (Direktur Jenderal
Pengendalian Perubahan Iklim);
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6. Dr. Ir. Bambang Supriyanto, M.Sc. (Direktur
Jenderal Perhutanan Sosial dan Kemitraan
Lingkungan);

7. Dr. Rasio Ridho Sani, M.Com., M.P.M. (Direktur
Jenderal Penegakan Hukum Lingkungan Hidup
dan Kehutanan);

8.1Ir. Ary Sudijjanto, M.Sc. (Kepala Badan
Standardisasi Instrumen Lingkungan Hidup dan
Kehutanan);

9. Dr. Ir. Ruandha Agung Sugardiman, M.Sc.
(Plt. Direktur Jenderal Planologi Kehutanan dan
Tata Lingkungan);

10. Drs. Ade Palguna Ruteka (Plt. Kepala Badan
Penyuluhan dan Pengembangan SDM) dan

11. Ir. Hartono, M.Sc. (Kepala Badan Restorasi
Gambut dan Mangrove).

PENDAHULUAN

RDP Komisi IV DPR RI dengan Eselon | Kementerian Lingkungan Hidup
dan Kehutanan serta Kepala Badan Restorasi Gambut dan Mangrove,
melanjutkan Rapat Dengar Pendapat tanggal 6 April 2022, dibuka pukul
10.20 WIB oleh H. Dedi Mulyadi (Wakil Ketua Komisi IV DPR RI/F-PG)
dan rapat dinyatakan terbuka untuk umum.

KESIMPULAN/KEPUTUSAN:

1. Komisi IV DPR RI mendengarkan penjelasan Eselon | Kementerian
Lingkungan Hidup dan Kehutanan serta Kepala Badan Restorasi
Gambut dan Mangrove mengenai usulan rancangan anggaran dan
kegiatan prioritas Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan serta
Badan Restorasi Gambut dan Mangrove tahun 2023, yang selanjutnya
akan dibahas dalam rapat berikutnya sesuai dengan siklus
perencanaan pembangunan nasional sebagaimana ketentuan
peraturan perundang-undangan.

2. Komisi IV DPR RI mendorong Kementerian Lingkungan Hidup dan
Kehutanan serta Badan Restorasi Gambut dan Mangrove untuk
meningkatkan program dan anggaran Rehabilitasi Mangrove, dengan
sumber pendanaan di luar APBN, salah satunya melalui Kewajiban
Rehabilitasi Daerah Aliran Sungai (DAS) Pemegang Persetujuan
Penggunaan Kawasan Hutan (dahulu IPPKH) dan Pemegang
Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan tentang
Pelepasan Kawasan Hutan Akibat Tukar Menukar Kawasan Hutan.
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. Komisi IV DPR RI mendorong Kementerian Lingkungan Hidup dan
Kehutanan untuk segera menerbitkan Peraturan Menteri sebagai
peraturan pelaksana dari Peraturan Pemerintah Nomor 98 Tahun 2021
tentang Penyelenggaraan Nilai Ekonomi Karbon untuk Pencapaian
Target Kontribusi yang Ditetapkan secara Nasional dan Pengendalian
Emisi Gas Rumah Kaca dalam Pembangunan Nasional, dalam rangka
percepatan pembangunan ekonomi karbon. Selanjutnya Komisi IV
DPR RI mendorong Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan
untuk melaksanakan Focus Group Discussion (FGD) dalam rangka
pendalaman/pembahasaan mengenai Nilai Ekonomi Karbon.

. Komisi IV DPR RI meminta Kementerian Lingkungan Hidup dan
Kehutanan untuk menyampaikan data-data Perusahaan Pemegang
Izin Pinjam Pakai Kawasan Hutan dan Perusahaan Pemegang lIzin
Pelepasan Kawasan Hutan terbaru sesuai kesimpulan Rapat Kerja
tanggal 28 Maret 2022. Selanjutnya Komisi IV DPR RI juga meminta
Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan untuk menyampaikan
laporan realisasi kegiatan Rehabilitasi Daerah Aliran Sungai yang
sudah dikerjakan/diserahterimakan, dilengkapi dengan peta spasial,
foto, dan video kegiatan. Data-data dimaksud agar disampaikan
kepada Komisi IV DPR RI selambatnya 1 (satu) bulan sejak
dilaksanakannya Rapat Dengar Pendapat ini.

. Komisi IV DPR RI mendorong Kementerian Lingkungan Hidup dan
Kehutanan serta Badan Restorasi Gambut dan Mangrove untuk
melakukan langkah antisipatif dalam rangka mencegah terjadinya
kebakaran hutan dan lahan, termasuk dan terutama di dalam Kawasan
Konservasi. Selanjutnya Komisi IV DPR Rl mendorong Kementerian
Lingkungan Hidup dan Kehutanan serta Badan Restorasi Gambut dan
Mangrove untuk tetap memprioritaskan anggaran dalam rangka
melaksanakan program pencegahan serta pengendalian kebakaran
hutan dan lahan, termasuk anggaran untuk pengadaan sarana dan
prasarana pencegahan dan pengendalian kebakaran hutan dan lahan
pada Unit Pelaksana Teknis di daerah.

. Komisi IV DPR RI meminta Kementerian Lingkungan Hidup dan
Kehutanan untuk menyampaikan tindak lanjut seluruh kesimpulan
rapat (Rapat Kerja dan Rapat Dengar Pendapat) serta hasil kunjungan
kerja Komisi IV DPR RI dengan Kementerian Lingkungan Hidup dan
Kehutanan kepada Unit Pelaksana Teknis (UPT) di daerah, agar
rekomendasi Komisi IV DPR RI dapat ditindaklanjuti dalam
kesempatan pertama.

. Komisi IV DPR RI mendorong Kementerian Lingkungan Hidup dan
Kehutanan segera melakukan penetapan seluruh Pimpinan Tinggi
Madya (Eselon I) dan Pimpinan Tinggi Pratama (Eselon Il A dan Il B)
secara definitif, selambat-lambatnya 2 (dua) bulan sejak Rapat Dengar
Pendapat ini dilaksanakan. Selanjutnya Komisi IV DPR Rl mendorong
Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan untuk melakukan
penetapan pejabat pengganti bagi pejabat yang memasuki masa purna
tugas dan jabatan yang belum terisi.



-4-

8. Komisi IV DPR RI meminta Kementerian Lingkungan Hidup dan
Kehutanan menyampaikan data berupa bukti-bukti pembayaran Provisi
Sumber Daya Hutan (PSDH) dan Dana Reboisasi (DR) atas lzin
Pemanfaatan Kayu (IPK) dari proses pelepasan kawasan hutan untuk
perkebunan kelapa sawit PT Sawit Mandiri Lestari di Kabupaten
Lamandau, Provinsi Kalimantan Tengabh.

Ill. PENUTUP

Rapat ditutup pukul 12.30 WIB.

Komisi IV DPR RI
Ketua Rapat,

Ttd.
Sudin, S.E.
A-151
Sekretaris Jenderal Kementerian Kepala Badan Restorasi
Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Gambut dan Mangrove,
Ttd. Ttd.

Dr. Ir. Bambang Hendroyono, M.M. Ir. Hartono, M.Sc.




